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Abstract 

Electronic medical records (EMRs) represent a significant technological 

transformation in Indonesia's national health system, but they still pose 

challenges. According to Minister of Health Regulation No. 24 of 2022, all health 

service facilities in Indonesia are mandated to implement EMRs. However, the 

adoption of EMRs across the country's healthcare facilities has not been uniform. 

RSUD X has been preparing for the digitization of health services since 2018 by 
using SIMRS Khanza, but after four years, it has yet to fully implement EMRs. In 

October 2022, RSUD X transitioned to a new system, SIMRS BJB Hope, and 

began rolling out EMRs for outpatient services in August 2023. After 10 months 

of implementation, this initiative was expanded to include inpatient services. The 

initial results show an improvement in performance indicators for outpatient 

services, with faster provision of medical record documents in 2023 compared to 

2022. However, these improvements still fall short of the Minimum Service 
Standards outlined in Minister of Health Regulation No. 43 of 2016, indicating 

ongoing challenges in the effective implementation of EMRs in hospital services. 
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1. PENDAHULUAN 

Rumah sakit adalah lembaga 

pelayanan kesehatan yang 

menyediakan layanan kesehatan 

secara menyeluruh, termasuk rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat. Oleh karena itu, rumah 

sakit sebagai penyedia pelayanan 

kesehatan wajib mengelola rekam 

medis. Rekam medis terdiri dari data 

informasi yang mencakup identitas, 

anamnesis, pemeriksaan fisik, hasil 

laboratorium, diagnosis, dan 

tindakan medis yang dicatat baik 

secara tertulis maupun elektronik. 

Dengan diterbitkannya Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 

2022 tentang Rekam Medis, yang 

menggantikan Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 269 Tahun 2008, 

fasilitas pelayanan kesehatan 

diharuskan untuk menyelenggarakan 

rekam medis elektronik. Selain itu, 

Permenkes No. 18 Tahun 2022 

tentang penyelenggaraan satu data 

bidang kesehatan melalui sistem 

informasi kesehatan mewajibkan 

agar data yang dihasilkan oleh 

fasilitas kesehatan harus akurat, 

mutakhir, terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, serta 

mudah diakses dan dibagikan antar 

instansi pusat dan daerah dengan 

memenuhi standar data, metadata, 

interoperabilitas data, serta 

menggunakan kode referensi dan 

data induk. Dalam konteks ini, 

Kementerian Kesehatan telah 

membuat platform integrasi data 

kesehatan individu antar fasilitas 

kesehatan bernama SATU SEHAT, 

bertujuan untuk mendukung 

pelaksanaan Sistem Kesehatan 

Indonesia dengan memastikan 

keseragaman dalam layanan 

informasi kesehatan. Kepatuhan 

fasilitas kesehatan terhadap proses 

integrasi ini akan berdampak pada 

status akreditasi rumah sakit dan 

penganggaran APBN untuk 

pemerintah daerah yang dikelola 

oleh Kementerian Kesehatan. 

Penerapan Rekam Medis 

Elektronik (RME) di rumah sakit 

seharusnya menjadi solusi untuk 

mempercepat waktu penyediaan 

dokumen rekam medis pada layanan 

rawat jalan. Namun, dalam 

implementasinya di RSUD X, 

indikator kualitas unit rekam medis 

pada tahun 2023 masih 

menunjukkan hasil yang kurang 

memuaskan, dengan pencapaian 

rata-rata waktu penyediaan 

dokumen rekam medis untuk 

layanan rawat jalan yang tidak 

memenuhi target ≤10 menit.Dalam 

perkembangan saat ini RSUD X telah 

memiliki sistem informasi 

manajemen rumah sakit (SIMRS) 

yang juga terdapat aplikasi untuk 

rekam medis elektronik (RME) di 

dalamnya dan setelah pelaksanaan 

akreditasi pada bulan Desember 

2022 maka penerapan rekam medis 

elektronik mulai dilaksanakan tidak 

hanya di pendaftaran pasien tetapi 

juga pelaksanaan penginputan data 

di bagian rawat jalan berupa 

penginputan CPPT dan E-Resep, 

Rujukan/permintaan dan pelaporan 

Laboratorium dan Rujukan Radiologi 

secara digital. Tetapi untuk 

keseluruhan implementasi rekam 
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medis elektronik ini belum 

seluruhnya terlaksana dengan 

optimal. Masih dilakukan 

penelusuran berkas sampai dengan 

pengembalian ke tempat seharusnya 

masih dengan sistem manual, 

terutama untuk pasien lama, karena 

dibutuhkan riwayat pengobatan 

pasien. Implementasi RME yang 

belum optimal pada unit pelayanan 

di RSUD X disebabkan oleh beberapa 

faktor, maka penulis melakukan 

identifikasi permasalahan dengan 

membuat suatu kerangka sistem 

input - proses - output. Dimana 

input adalah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan Man (SDM), 

Material (RME dan BRM), Machine 

(Infrastruktur, Sarana dan 

Prasarana), Methode (SOP, 

Kebijakan) dan Environment 

(Organisasi dan Rekanan/PSE) 

dihubungkan dengan proses yang 

ada dalam penerapan RME sehingga 

menghasilkan output yang 

menunjukkan belum optimalnya 

implementasi RME. 

 

2. METODE  

Observasi adalah unit rawat 

jalan dan unit rekam medis dan 

teknologi informasi di RSUD 

Kabupaten Bekasi. Metode yang 

digunakan adalah dengan 

melakukan triangulasi hasil 

wawancara dan observasi, 

penelaahan dokumen dan 

kesesuaiannya pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. HASIL  

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara, dan analisis dokumen 

instalasi rekam medis, beberapa 

permasalahan dapat diidentifikasi 

dan dirangkum dalam lima pokok 

permasalahan: 

 
 

4. PEMBAHASAN  

 
Tabel 1. Analis pembobotan 

masalah dengan metode MCUA 

 

Dari pencarian prioritas 

masalah didapatkan hasil prioritas 

masalah yang tertinggi, yaitu  RME 

yang belum terintegrasi dengan 

SATU SEHAT dengan pertimbangan 

tingkat kemudahan, ketersediaan 

teknologi, dan resiko efek samping  

dan biaya yang tidak terlalu tinggi 

karena proses integrasi RME masih 

tanggung jawab vendor PSE. Untuk 

mencari penyebab dan akar masalah 

digunakan metode Fishbone atau 

diagram tulang ikan. 

 

 
Diagram 1. Analis fishbone untuk 

mencari akar permasalahan  

Setelah mengetahui akar 

permasalahan maka disusunlah 

beberapa alternatif pemecahan  

masalah dengan menentukan tingkat 
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efektifitas dan efisiensinya maka 

akan didapatkan peringkat prioritas 

penyelesaian masalah  : 

 

Tabel 2. Penentuan prioritas 

penyelesaian masalah dengan 

menentukan tingkat efektifitas dan 

efisiensi. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan Indikator mutu 

unit di RS Xyang telah ditetapkan 

oleh kebijakan RS dan standard 

akreditasi belum mencapai target 

yang ditetapkan cenderung 

disebabkan karena penggunaan RME 

di unit rawat jalan yang belum 

optimal. Beberapa permasalahan 

yang ditemui dalam proses 

implementasi rekam medis 

elektronik antara lain RME yang 

belum sepenuhnya terintegrasi 

dengan SATU SEHAT, penyediaan 

dokumen rekam medis pada 

pelayanan rawat jalan yang belum 

sesuai target, retensi BRM yang 

tinggi, lokasi ruang rekam medis 

yang jauh dari poliklinik, dan 

beberapa dokter masih meminta 

berkas rekam medis manual. 

Masalah utama yang menjadi 

prioritas adalah RME yang belum 

memenuhi persyaratan standar data, 

metadata, interoperabilitas data 

sehingga belum dapat terintegrasi 

dengan SATU SEHAT. Alternatif 

solusi yang dapat diberikan adalah 

agar Manajemen RSUD Xmendorong 

PSE BJP Hope agar segera 

melakukan upgrade system agar 

dapat memenuhi ketentuan 

perundang-undangan yang telah 

ditetapkan pemerintah pusat 

(Kementerian Kesehatan) yaitu 

Permenkes No.18 Tahun 2022 

tentang Penyelenggaraan Satu Data 

Bidang Kesehatan melalui Sistem 

Informasi Kesehatan. Kemudian 

untuk permasalahan internal yaitu 

BRM yang jumlahnya sangat banyak 

dan belum optimalnya penggunaan 

RME, penulis menyarankan adanya 

SPO terkait proses digitalisasi BRM 

agar memprioritaskan pada BRM 

pasien yang akan menerima layanan 

lebih lanjut dan memberikan 

pendampingan kepada users  yang 

mengalami kesulitan dan atau 

memberikan buku saku ataupun 

vidio panduan mengenai 

penggunaan RME.  
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